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ABSTRAK 

Maulana Malik, 04020220146 dengan judul Analisis terhadap Kedudukan 
Harta Bersama sebagai akibat dari Perkawinan Campuran yang beralih Status 
Kewarganegaraan. Di bawah bimbingan Abdul Qahar sebagai Ketua 
Pembimbing dan Yuli Adha Hamzah sebagai Anggota Pembimbing. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai 
harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait 
lainnya serta menganalisis akibat hukum dan kedudukan harta bersama 
apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak 
dalam perkawinan campuran. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif 
dengan melakukan pendekatan kepada aturan-aturan perundangan baik dari 
segi sudut hirarki peraturan perundang-undangan maupun dari segi hubungan 
kesesuaian perundang-undangan serta melakukan pendekatan perbandingan 
sistem hukum perkawinan. 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama dalam 
perkawinan campuran berdasarkan UU Perkawinan menyatakan bahwa harta 
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam KHI 
dipahami sebagai prinsip keadilan. Perubahan kewarganegaraan 
menimbulkan kompleksitas hukum, terutama pembatasan hak bagi warga 
negara asing. Khususnya dala UUPA hak milik hanya dapat dimilik oleh WNI. 
Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi untuk menjamin para pihak dalam 
perkawinan campuran yang beralih status kewarganegaraan. 
 

Rekomendasi Penelitian ini diperlukan harmonisasi peraturan perundang-
undangan antara hukum perkawinan, hukum kewarganegaraan, dan hukum 
agraria agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik, khususnya terkait 
kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran. Serta diperlukan mekanisme 
terhadap pelepasan hak milik apabila terjadi kehilangan kewarganegaraan. 
 
Kata Kunci: Kedudukan Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Status 
Kewarganegaraan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan teknologi yang pesat telah mempercepat proses globalisasi, 

melampaui batas-batas nasional dan geografis. Perkembangan ini telah 

secara signifikan memperkuat interaksi di semua bidang kehidupan, baik 

antara individu, kelompok bangsa, maupun komunitas etnis. Pertukaran 

lintas budaya dan internasional yang intensif ini telah mengarah pada 

terciptanya hubungan hukum baru, terutama di bidang hukum internasional 

yang berkaitan dengan masalah pernikahan campuran.1 

 Fenomena perkawinan campuran mencakup tidak hanya perkawinan 

antara Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga perkawinan antara 

Warga Negara Asing (WNA). Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan campuran 

adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 

yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia. Dari sudut pandang hukum, definisi ini 

mengklasifikasikan perkawinan campuran menjadi empat kategori yaitu 

Perkawinan antar golongan, Tempat, Agama, dan Negara. 

 
1 Simaremare, Handayani, and Maileni, (2025). Tantangan Perkawinan Beda Negara : Suatu 
Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional. Jurnal USM Law. 8(3). 
hlm. 1489. 
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 Dalam praktiknya, banyak pasangan perkawinan campuran yang 

menghadapi kesulitan dalam menentukan status harta bersama ketika 

terjadi perubahan status kewarganegaraan. Misalnya, ketika istri WNI 

menikah dengan suami WNA, kemudian sang istri berganti 

kewarganegaraan asing setelah beberapa tahun. Pertanyaan yang muncul 

apakah harta yang didapat pada saat setelah perkawinan masih tunduk 

pada hukum Indonesia, ataukah pada hukum negara baru tempat 

kewarganegaraan diperoleh. Kasus seperti ini sering kali menimbulkan 

sengketa hukum, terkhusus pada saat pembagian harta setelah perceraian 

atau pewarisan. 

 Ketidaksesuaian ini sangat jelas dalam penegakan hukum terhadap 

pernikahan campuran. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat 

Tinggal oleh Orang Asing telah mengatur beberapa aspek hukum, namun 

belum ada aturan secara tegas yang mengatur tentang mekanisme 

perlindungan hukum terhadap harta bersama ketika status 

kewarganegaraan salah satu pihak berubah yang dimana menyebabkan 

kekosongan hukum. 

 Permasalahan ini juga berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional 

mengenai penetuan hukum yang berlaku (lex loci dan lex domicilii). Dimana 

dalam perkawinan campuran, pengaturan hukum harta bersama sangat 

rumit dikarenakan masing-masing negara memiliki ketentuan yang 

3

5
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berbeda-beda seperti Indonesia mengakui konsep harta bersama dalam 

Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta 

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

Sementara di beberapa negara lain menganut prinsip kepemilikan bersama 

(community property), yang dimana seluruh harta yang dicapai selama 

perkawinan itu dibagi adil untuk suami dan istri. Sebaliknya, negara lain 

juga menganut prinsip pembagian aset terpisah (separate property) yang 

dimana aset yang dimiliki masing-masing pasangan tetap menjadi milik 

pribadi.  

 Dari sisi sosial, perbedaan sistem hukum dan nilai budaya dapat 

menimbulkan konflik dalam perkawinan campuran. Islam memandang 

harta dalam perkawinan sebagai amanah yang harus dikelola dengan adil 

yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ ayat 32 yang 

berbunyi :2 

لَ  مَا تتَمََنَّوْا وَلاَ  ُ  فَضَّ ّٰစ  ٖجَالِ  بعَْضٍۗ  عَلٰى بعَْضَكُمْ  بِه ا نَصِيْبٌ  لِلرِّ مَّ ا  نَصِيْبٌ  وَلِلنِّسَاۤءِ  اكْتسََبوُْاۗ  مِّ مَّ اكْتسََبْنَۗ  مِّ  

َ  وَسْـ൘لوُا ّٰစ  ْاِنَّ   فَضْلِهٖۗ  مِن  َ ّٰစ  َ۝໊໋ عَلِيْمًا شَيْءٍ  بكُِلِّ   كَان  

Terjemahan : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap 
 apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian 
 kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada 
 bagiandari apa yang mereka usahakan dan bagi 
 Perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka 
 usahakan. Mohonlah kepada Allah  sebagian dari karunia-
 Nya. Sesungguhnya Allah adalah MahaMengetahui segala 
 sesuatu.”  

 
2 Q.S An-Nisa’ ayat 32 

4
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 Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar 

perjanjian antara dua orang yang menimbulkan hak dan kewajiban perdata 

antara keduanya, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dipandang 

sebagai realisasi syariat Allah SWT untuk memperoleh kebaikan dunia dan 

akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, “Sebaik-baik kalian adalah 

yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik 

terhadap keluargaku.”.3 Hal ini menekankan pentingnya tanggung jawab 

moral dan keadilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga, termasuk 

dalam pembagian harta bersama. 

 Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakjelasan 

hukum mengenai status harta bersama setelah perubahan 

kewarganegaraan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan 

KUHPerdata memberikan dasar normatif, namun implementasinya masih 

menimbulkan multiinterpretasi. Hal ini juga diperparah dengan minimnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan (prenuptial 

atau postnuptial agreement) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap 

harta bersama. 

 Salah satu tantangan terbesar dalam praktik hukum adalah ketiadaan 

harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Aparat 

penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan 

 
3 Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 3895. 
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yurisdiksi yang berwenang menyelesaikan sengketa harta bersama lintas 

negara. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penyusunan kebijakan hukum 

baru yang lebih adaptif terhadap realitas global. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap 

pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum keluarga dan 

hukum perdata internasional. Selain itu, penelitian ini berupaya 

memperjelas konsep legal certainty dalam konteks harta bersama dalam 

perkawinan campuran. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya 

harmonisasi antara norma hukum nasional dengan realitas sosial global. 

Dengan semakin meningkatnya jumlah perkawinan campuran, Indonesia 

memerlukan pembaruan hukum yang mampu memberikan kepastian, 

keadilan, dan perlindungan terhadap pasangan perkawinan campuran 

yang mengalami perubahan status kewarganegaraan. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dengan judul : Analisis terhadap 

Kedudukan Harta Bersama sebagai akibat dari Perkawinan Campuran 

yang beralih Status Kewarganegaraan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam 

perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya? 

2. Bagaimanakah akibat hukum dan kedudukan harta bersama apabila 

terjadi perubahan status kewarganegaraan pada salah satu pihak 

dalam perkawinan campuran? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai 

harta bersama dalam perkawinan campuran menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan 

perundang-undangan terkait lainnya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dan kedudukan 

harta bersama apabila terjadi perubahan status kewarganegaraan 

pada salah satu pihak dalam perkawinan campuran. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat sebagai 
berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan secara umum dan di bidang keperdataan secara 

khususnya terutama mengenai hukum perkawinan dan harta bersama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya 

mengenai pasangan dalam perkawinan campuran dan akibat hukum 

dari perubahan status kewarganegaraan terhadap harta bersama serta 

membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasional. 

1
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